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Abstract

Kuantan Singingi Regency is the only district that does not yet have the title of Child Friendly City in
the Riau Province region and does not yet have a Regional Regulation on Child Friendly Districts / Cities. So
there are still programs that have not been implemented, including Coordination and Socialization Activities of
the Task Force and Preparation of Child Friendly District Action Plans, Strengthening the Children’s Forum
Division and Strengthening the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children
(P2TP2A) and for facilities and infrastructure supporting Coordination and Socialization Activities The Task
Force and Preparation of Decent District Action Plans at the Kuantan Singingi Regency P2KBP3A Service have
not met the needs. The dimensions used in Policy Implementation theory are communication, resources,
disposition and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The
results of this research show that the implementation carried out by the Kuantan Singingi Regency P2KBP3A
Service in carrying out the program has not been carried out optimally. Because the appropriate implementation
to be implemented is to strengthen the bureaucratic structure which will have an influence on communication
between implementers and prepare the resources needed for implementation.

Keywords: Implementation, Harmony of Policies to Improve the Quality of Children and Women,
P2KBP3A Service Kuantan Singingi Regency

Abstrak

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan satu-satunya kabupaten yang belum mempunyai predikat
Kota Layak Anak di wilayah Provinsi Riau dan belum memiliki Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Layak Anak. Sehingga masih adanya program yang tidak terlaksana di antaranya ada Kegiatan
Koordanasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak,
Penguatan Divisi Forum Anak dan Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) dan untuk sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi
Gugus Tugas dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak pada Dinas P2KBP3A Kabupaten
Kuantan Singingi belum memenuhi sesuai kebutuhan. Dimensi yang digunakan dalam teori
Pelaksanaan Kebijakan ialah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
pelaksanaan yang dilakukan Dinas P2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan
program belum terlaksana secara optimal. Karena pelaksanaan yang tepat untuk diterapkan adalah
dengan dilakukan penguatan Struktur Birokrasi yang akan membawa pengaruh dalam komunikasi
antar pelaksana dan mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan di dalam pelaksanan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan,
Dinas P2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi
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Pendahuluan

Di indonesia khususnya masalah kesejahteraan sosial masih menjadi masalah yang
belum dapat terselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan sosial memang tidak dapat
dihindari keberadaannya di masyarakat seperti masalah sosial yang ada di daerah dan
perkotaan. Masalah sosial yang berkaitan dengan kebijakan publik yang menjadi sorotan
masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat maupun daerah
untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut seharusnya menggunakan pendekatan
pelayanan yang terbuka.

Sebagai penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Indonesia yang akan
menjadi generasi pembangunan nasional sehingga akan menjadikan penentu
keberlangsungan serta keutuhan sebuah negara khususnya Indonesia yaitu anak, yang
merupakan anugerah terindah tidak ternilai bagi setiap orang tua. Kehadiran seorang buah
hati merupakan hal yang paling di nanti bagi sebuah keluarga. Pertumbuhan demi
pertumbuhan dan setiap perkembangan buah hati akan menjadi pusat perhatian orang tua.
Anak merupakan aset terbesar bagi orang tua, anak juga merupakan potensi yang sangat
penting bagi keberlanjutan sebuah bangsa.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan satu-satunya kabupaten yang belum
menyandang predikat Kota Layak Anak di wilayah Provinsi Riau, yang peniliannya
dilakukan secara intensif sejak tahun 2014. Pada tahun 2022 Kabupaten Kuantan Singingi
kembali tidak mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Dan pada tahun 2023
Kabupaten Kuantan Singingi sedang mengikuti penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak dan
pada saat ini masih tahap evaluasi penilaian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Provinsi Riau Per Mei 2023.

Kabupaten Kuantan Singingi sampai pada saat ini belum juga mempunyai Peraturan
Daerah tentang Kabupaten/kota Layak Anak untuk mengatur Mitigasi dan pelaksanaan pada
program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kuantan Singingi.

Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan
kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),
merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai
pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum
yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih
mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal.

Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi memiliki program dalam rangka
perwujudan Kabupaten Layak Anak, yaitu Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan yang bertujuan untuk meningkatnya wawasan dan
keterampilan anak, meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan juga
terwujudnya Predikat Kota Layak Anak pada Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-
hak anak di kabupaten Kuantan Singingi.
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Tabel 1

Realisasi Kinerja Kegiatan pada Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

NO | Kegiatan Tujuan Target | Realisasi | Presentase
1 Koordinasi dan Sosialisasi Meningkatnya | 40 0 0%
Gugus Tugas dan Perlindungan
Penyusunan Rencana Kasi terhadap hak-
Kabupaten Layak Anak hak Anak
2 Penguatan Divisi Forum Terciptanya 70 60 86%
Anak Divisi Forum
Anak
3 Penguatan Pusat Pelayanan | Terlaksananya | 25 0 0%
Terpadu Pemberdayaan Penyelesaian
Perempuan dan Anak Kasus
(P2TP2A) Terhadap Anak
dan Hak
Perempuan
P2TP2A

Sumber : Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021

Dari tabel 1 dapat kita lihat, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

terlampir pada rencana kerja Dinas bahwa memiliki permasalahan pada 3 kegiatan yang
mana program tersebut belum sepenuhnya mencapat target dari rencana kerja Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 2

Data Sarana Prasarana dalam menunjang Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

NO Nama Barang Dibutuhkan Tersedia
Jumlah Unit Jumlah Satuan

1. Laptop 6 Unit 4 Unit

2. Printer 12 Unit 10 Unit

3. Ac Split 14 Unit 11 Unit
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Sumber : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi

Dari tabel 2 Berdasarkan prawawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi, Sarana dan prasarana yang ada pada kantor
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dalam menunjang Pelaksanaan Program
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kuantan Singingi belum mencukupi sesuai kebutuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas Adapun fenemona dalam Pelaksanaan Program
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kuantan Singingi adalah Masih adanya kegiatan dalam suatu program kerja yang
belum terlaksana yaitu, Kegiatan Koordanasi dan Sosialisasi Gugus Tugas dan Penyusunan
Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak, Penguatan Divisi Forum Anak, Penguatan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) (Sumber: Renja
DP2KBP3A 2021 Kabupaten Kuantan Singingi), Sarana dan Prasarana penunjang Kegiatan
Koordinasi Dan Sosialisasi Gugus Tugas Dan Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten Layak
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi belum memenuhi sesuai kebutuhan seperti
laptop yang dibutuhkan 6 unit sedangkan yang tersedia 4 unit, printer yang dibutuhkan 12
unit sedangkan yang tersedia hanya 10 unit, AC split yang dibutuhkan 14 sedangkan yang
tersedia hanya 11 unit. (sumber:Prawawancara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kuantan Singingi).

Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara
berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional
atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010-96) terdapat 4 faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor
(1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi dan (4) Stuktur birokrasi.

Komunikasi adalah proses pengalihan ide atau informasi dari satu sumber ke satu
penerima atau lebih dengan tujuan afar mengubah tingkah laku.

Sumber Daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur
tertentu dalam kehidupan.

Disposisi adalah tanggapan atau instruksi yang diberikan oleh atasan kepada
bawahannya untuk segera di tindak lanjuti.

Stuktur Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan
hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalanlan tugas tugas
agar lebih teratur.
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Metode

Tipe penelitian adalah deskriptif karena peneliti ingin mengetahui hasil analisa dan
informasi yang detail terhadap objek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk
menggambarkan keadaan sesungguhnya tentang bagaimanakah Pelaksanaan Program
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian metode yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini yaitu
metedologi kualitatif, hal ini dikarenakan metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono
2018:213) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk
meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik
pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna.

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan serta hasil analisis teori Edward III (2014) dapat
dibuat proporsi Mayor yaitu “Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat
terlaksana jika pembagian tugas yang terstuktur dan memiliki fungsi masing-masing yang
saling melengkapi dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan tugasnya.”

Hipotesis mayor Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat
terlaksana jika dilakukannya sosialisasi kebijakan Program Keserasian Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan kepada seluruh element yang terlibat agar mengetahui informasi
mengenai kebijakan tentang Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan,
dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup untuk
menajalankan kegiatan dengan fasilitas yang memadai, selain dari pada itu juga pelaksana
kebijakan juga harus memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Program
Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dan serius dalam melakukan
kebijakan. Pembagian tugas yang terstuktur dan saling melengkapi akan menghasilkan suatu
kebijakan yang baik dan terlaksana disamping dengan adanya kerjasama dengan pemerintah
lain atau pihak lain melakukan implementasi kebijakan akan dapat membantu dalam
pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Program Keserasian Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan.

Tabel 3

Hasil penelitian Pelaksanaan Program Keserasaian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempua dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi
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No Indikator Hasil Penelitian

1 Komunikasi Sudah terlaksana penyampaian informasi tentang kebijakan dari 3 sub
dimensi yaitu penyampaian informasi tentang

kebijakan, pemahaman tentang kebijakan, dan kesadaran melakukan|
kebijakan.

2 [Sumber daya [Belum terlaksana dari sub dimensi antara lain sumber daya manusia,
dukungan anggaran atau finansial, dan dukungan

fasilitas kebijakan

3 [Disposisi Sudah terlaksana keseriusan dalam menjalankan kebijakan dari 2 sub
dimensi yaitu keseriusan dalam menjalankan kebijakan dan
pemahaman dan pengetahuan para pelaksana dan keseriusan dalam
menjalankan kebijakan

4 Struktur Sudah terlaksana sub dimensi melakukan kerjasama dengan|
birokrasi pemerintah lain dalam melakukan tugasnya dari 2 sub dimensi yaitu
pembagian tugas yang terstuktur memiliki fungsi masing-masing yang|
saling melengkapi dan melakukan kerjasama dengan pemerintah lain
dalam melakukan tugasnya

Sumber: Olahan Penulis 2024

Dari hasil mengenai indikator komunikasi Pelaksanaan Program Keserasian
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, serta hasil analisis teori Edward III (2014), dapat
dibuat Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana jika
informasi tentang kebijakan disampaikan, adanya pemahaman tentang kebijakan dan adanya
kesadaran dalam melaksanakan kebijakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil penelitian mengenai indikator sumberdaya Pelaksanaan Program
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kuantan Singingi serta hasil analisis teori Edward (2014). Dapat dibuat yaitu
Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana jika sumber daya yang
memadai serta adanya anggaran yang cukup untuk Pelaksanaan Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan
Singingi dan mendukung untuk fasilitas dalam pengelolaan cagar budaya.

Pada indikator Sumber Daya Manusia, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi
memiliki beberapa pegawai untuk mengalaksanakan Program Keserasaian Kebijakan
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Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dan juga menugaskan pegawai honorer untuk
melaksanakannya, staf/pegawai yang ada masih memiliki tugas umum dan bertindak sesuai
dengan standar dan tanggungjawab dengan tugasnya masing-masing di Bidang Perlindungan
Anak. Namum dalam menunjang Pelaksanaan Program Keserasaian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan masih temukan bahwa minimnya fasilitas atau sarana dan
prasarana yang di akibatkan pengalihan angaran kepada pencegahan pandemic Covid 19.

Dari hasil penelitian mengenai indikator disposisi analisis teori Edward III (2014)
dapat dibuat yaitu Pelaksanaan Program Keserasaian Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat terlaksana jika
pegawai atau pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh dinas
pendidikan dan kebudayaan untuk melaksanakan kebijakan Pelaksanaan Program
Keserasaian Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Peneliti juga melihat dari indikator Disposisi bawasannya Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pelaksanaan Program Keserasaian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan sudah ditugaskan oleh masing-masing pegawai
dan berjalan sesuai dengan bidangnya.

Dari hasil penelitian mengenai indikator struktur birokrasi Pelaksanaan Program
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan serta hasil analisis teori
Edward III (2014) dapat dibuat yaitu Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dapat
terlaksana jika pembagian tugas yang terstuktur dan memiliki fungsi masing-masing yang
saling melengkapi dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan hasil observasi pengamatan, peneliti juga melihat dari indikator struktur
birokrasi, struktur birokrasi berguna untuk mendukung kebijakan telah diputuskan secara
politik dengan melakukan koordinasi baik, langkah pendukung pertama adalah dalam
struktur birokrasi adanya SOP (standar operasional prosedur) yang berguna untuk
menjadikan standar kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai untuk melaksanakan
kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SOP memang sudah ada
dan menjalankannya sesuai dengan SOP yang ada seperti.

Dalam penelitian ini yang menjadi hambatan dalam Program Keserasaian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi
adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kemampuan pendanaan dalam pelaksanaan Program Keserasian Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dalam
implementasi kebijakan, anggaran merupakan kecukupan modal atas satuan program
atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan
efektif dalam mencapai tujuan dan sasarannya apabila anggaran yang dibutuhkan tidak
mencukupi berjalannya suatu program.
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2. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti Komputer, Laptop, Printer dan lain
sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam
implementasi kebijakan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, dan pembahasan yang sudah dijelaskan
sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan Pelaksanaan Program Keserasian
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi
sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi.

a. Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi dalam
pelaksanaan kebijakan tentang Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan sudah berjalan optimal.

b. Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan belum cukup optimal, kurang tersedianya fasilitas dalam
melaksanakan kebijakan yang dimiliki seperti, komputer, Laptop, Printer yang belum
mencukupi.

c. Disposisi dalam Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak
dan Perempuan dilihat dari sikap para pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan dari
segi komitmen dan kepatuhan terhadap peraturan yaitu pelaksana yang tidak
bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

d. Struktur birokrasi dalam Pelaksanaan Program Kebijakan Keserasian Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan pelaksana kebijakan tersebut dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan displin dalam
menjalankan tugasnya.

2. Adapun hambatan dalam Pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kuantan Singingi, sebagai
berikut:

a. Terbatasnya kemampuan pendanaan dalam Pelaksanaan Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dalam implementasi kebijakan,
anggaran merupakan kecukupan modal atas satuan program atau kebijakan untuk
menjamin terlaksananya kebijakan. Kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam
mencapai tujuan dan sasarannya apabila anggaran yang dibutuhkan tidak mencukupi
berjalannya suatu program.

b. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti Komputer, Laptop, Printer dan lain
sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam
implementasi kebijakan.
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Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka peneliti
memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten
Kuantan Singingi dalam pelaksanaan kebijakan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan, diantaranya

3. Dengan melakukan sosialisasi antar pelaksana kebijakan secara berkala, agar semua
element yang terlibat lebih mengetahui akan ketentuan yang tercantum didalam Rencana
Kerja dan Rencana Strategis Dinas. Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kuantan
Singingi dirasa perlu menambah Sumber Daya Manusia atau pegawai agar program lebih
bisa berjalan secara baik. Memang semuanya bergerak harus dengan anggaran, maka dari
itu kedepannya perihal penganggaran Dinas diharapkan dapat lebih memprioritaskan
program tersebut.

4. Perihal sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan Dinas sebagai
penunjang keberhasilan realisasi kinerja, maka tak luput dari sebuah anggaran keuangan
yang mencukupi. Maka dari agar dapat memprioritaskan sarana dan prasana karena
sarana dan prasarana tersebutlah guna meningkatkan penyelenggaraan kegiatan.
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